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EJARAH memang
mempunyai cara ker-

janya sendiri-sendiri.

Thwal pembubaran ormas
dan atau parpol, bukan perta-
ma kali terjadi dalam sejarah
Indonesia. Ketika itu, di era
Soekarno, Masyumi dibubar-
kan. Era Soeharto, Partai Ko-
munis Indonesia (PKI) di-
habisi. Di era Jokowi, Hizbut
Tahrir Indonesia (HTT) dan
Front Pembela Islam (FPI)
dilarang dan dianggap bubar.
Tentu ada yang beranggap-
an, konteksnya berbeda di se-
tiap zamannya. Alasannya
pun berbeda-beda. Untuk hal
yang terakhir, pelara
dan pembubaran i

an-urusan kepublikan. Per-
soalan itu adalah sikap pere-
duksian masalah sosial yang
disandarkan-hanya pada ke-
pentingan diri dan kelompok
sendiri.

Pada saat yang sama, seba-
gian besar masyarakat terje-
bak pada euforia, kesenangan
yang berlebihan karena ke-
kuasaan berhasil melayani
amarah, dendam, dan hasrat-
hasrat sosial secara tuntas.

Memang tak dapat disang-
kal, ormas seperti FPI mem-
punyai rapor merah untuk
intoleransi dan ujaran

medial igus hukuman
berdasarkan rekam jejak
tersebut. Padahal yang terjadi

iknya, momentum terse-
but menjadikan kekuasaan
sebagai alat dan mengguna-
kan rikyat untuk melapang-
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kan jalan diktatorisme mela-
lui koersi dan consent.

Thwal apa yang sebenarnya
menjadi perihal besar pem-
bubaran ormas di Indonesia,
entah pada saat pembubaran
HTI (2017) atau FPI (2020)
Esensi pelarangan FPI sejati-
nya hanya berkisar di wilayah
prosedural

Faktanya, tak butuh waktu
stensi FPI bermeta-

hukum, dan kekuasaan, hen-
dak berdiri di mana?

» Pembubaran
* Apakah "pembubaran” or-
mas yang dilakukan pada era
Jokowi telah mampu meng-
ejawantahkan cita-cita negara
hukum yang demokratis, dan
kekuasaan tidak digunakan
untuk merawat kepentingan-
kepentingan politik saja?

Sebagian masyarakat sipil

pun mengangeap, tindakan
pembubaran ormas dapat
berimplikasi pada tergerus-
nya kebebasan sipil.

Seandainya hukum lepas
dari norma-norma keadilan,
kemungkinan hukum yang
ditetapkan adalah hukum
yang tidak adil. Padahal, tu-
juan hukum ialah mewujud-
{um keadilan dalam kehidup-
an bersama manusia.

Makna ini tercapai dengan
dimasukkannya prinsip-prin-
sip keadilan dalam h"j)‘emh.u--
an-peraturan bagi kehidupan
bersama. Ketika hukum tidak

gkor- Tahun
i tentang Organisasi -

menjamin kehormatan sese-
orang sebagai manusia ber-
martabat, maka patologi so-
gial tidak dapat dihindarkan.

Kondisi itu dapat membu-
ka jalan bagi munculnya
protes, perjuangan untuk
pengakuan melalui gerakan-
gerakan demonstrasi, protes,
dan advokasi.

Jika mengacu pada Perppu
Nomor 117 yang kini te-
" ) Nomor

omor 17,

yarakat, UU ini memiliki per-
soalan karena memangk
prosedur hukum acara pela-
rangan maupun pembubaran
ormas, dengan menghapus
mekanisme teguran dan pe-
meriksaan pengadilan.

UU ini jelas bermasalah
dan mesti diubah sesegera
mungkin. Karena menurut
hukum internasional, sebuah
organisasi hanya boleh dila-
rang atau dibubarkan setelah
ada keputusan dari pengadi-
lan yang independen dan
netral.

Menyoal pada kasus pe-
larangan FPI, mengandung
pelnjaran besar. Meskipun se-
cara faktual FPI telah menjel-
ma sebagai kekuatan “Islam
politlk” baru dan berpkir ter-
lampau percaya diri untuk
terus mengeraskan sentimen-
sentimen  sektarinn, tanpa
merasa perlu membela dan
beraliansi untuk memper-
juangkan agenda-agenda

P Sahkan, FPI tidak javang

* merundung organisasi sipil

vang kini justru menjadi
bagian dari pihak yang lan-
tang membela hak konstitu-
sional FPL

Kebebasan sosial

Dalam konsep kebebasan
sosial, setiap individu melihat
sesamanya sebagai syarat nis-
caya kebebasannya. Jika
mereka saling mengakui dan
memahami  kebebasannya
dalam kerangka itu, dapat di-
katakan mercka memiliki ke-
ang sesungguhnya.

Jadi, kebebasan yang se-
sungguhnya tercapai jika in-
t home di da-

bersama-sa p dalam
sebuah tatanan sosial etis.
Dengan demikian, kebebasan
sosial adalah prestasi inter-
subjektif sebuah komunitas.
Pertanyaannya, sudahkan
kebebasan ini dinikmati oleh
seluruh warga negara Indo-
nesia tanpa mem M. Su-
ku, agama, ras, atau golong-
an, jika setiap elemen kebe-
basan fundamental dapat be-
gitu saja dilarang atau dibu-
barkan oleh negara? Bahwa
penjara, pelarangan, pem-
bubaran, dan pembredelan,
bukanlah obat yang utama. Ia
hanya membuka ruang bagi
kekuasaan untuk melegiti-
masi setiap tindakan seolah-
olah sah menurut hukum.
Akan  tetapi, penjara,
pelarangan, dan pembubar-
an, sekaligus juga bisa menja-
di "obat mujarab” untuk me-
renungkan ulang bagaimana
setiap organisasi kemasyara-
katan seharusnya berpijak,
memformat ulang agendanya
dengan lebih banyak mem-

bela kepentingan publik,
seperti isu tanah, sumber pj ! s
: repository.uni

kedelai \

KEDELAI mahal, ta-
hu-tempe hilang di pa-
saran,

- Masyarakat kelim- \
pungan.

materai

MATERAI Rp 10.000
diedarkan pekan depan.
- Awas, antisipasi
I pemalsuan! \

| BPJS kelas I1I naik
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daya alam, petani, nelayan,
dan buruh 5

Pesan lain dari spirit kebe-
by g

sadaran kolektif masyarakat
sipil terhadap kebutuhan soli-
daritas, sekaligus kewaspada-
an ketika kekuasaan ingin
menggunakan mereka seba-
gaialat politik.

Semoga publik menyadari,
akal sehat yang menolak
pembubaran FPI, bukan ber-
arti bersimpati pada agenda
FPl. Akan tetapi, pada
ancaman lebih luas, yakni
terhadap kebebasan
berserikat dan berkumpul.
meml| p -meno-
lak bersorak riang meskipun
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